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SATUAN STANDAR BIAYA, SATUAN STANDAR HARGA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah berdasarkan prestasi Kerja, yang dilakukan
berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target
kinerja;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan
Standar Biaya, Satuan Standar Harga dan Analisis Standar

Belanja Tahun Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi .Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Nomor 3049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
5.Perubahan Kedua...................


admin
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5. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN STANDAR

BIAYA, SATUAN STANDAR HARGA DAN ANALISIS
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Batang Hari

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintaahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Batang Hari
. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang Selanjutnya disingkat SKPD adalah

SKPD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu Proram dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal temasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu keglatan

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh keglatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan dalam satu program.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD,
adalan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :

a. Digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja digunakan dan
biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh SKPD;
dan

b. Penyertaan penghitungan anggaran program /kegiatan yang
sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi
biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasa 4

(1) Satuan standar biaya, satuan standar harga dan analisis standar belanja
sebagaimana tercantum dalam Aplikasi E-Planning dan E-Budgetting
Kabupaten Batang Hari yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat
dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.

(3) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
formula dan besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal
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